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Abstract
Employee performance is very important in performance appraisal for the sustainability of
the organization in achieving its goals in order to create a good public bureaucracy in
services to create quality and professional results. This study aims to determine the
performance of employees in improving population administration services, which can
affect service activities in the government of Kalidawir Village, Tanggulangin District. The
research method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach.
Data was collected by interview and observation techniques with the relevant village
officials. Furthermore, the data were analyzed using the stages of data reduction, data
presentation, and verification or drawing conclusions. The results of the study show that
the performance of employees in improving services in Kalidawir Village, Tanggulangin
District can be said to be quite good, but there are still some obstacles to the
implementation of these services that need to be improved regarding the process of
employee performance in administration which is considered complicated and takes a long
time so there is a lack of information. which can be a factor hindering the effectiveness and
efficiency of public services.
Keywords: Public Service, Population Administration, Employee Performance

Abstrak
Kinerja pegawai merupakan hal yang sangat penting yang terdapat dalam penilaian
kinerja untuk keberlangsungan organisasi mencapai tujuan demi mewujudkan birokrasi
publik yang baik pada pelayanan guna terciptanya hasil yang berkualitas dan profesional.
Penelitian ini bertujuan agar mengetahui kinerja dari pegawai untuk meningkatkan
pelayanan yang terdapat pada administrasi kependudukan, demikian hal tersebut dapat
mempengaruhi kegiatan pelayanan yang ada pada pemerintahan Desa Kalidawir
Kecamatan Tanggulangin. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah
metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif Data dikumpulkan dengan teknik
wawancara dan observasi dengan perangkat desa yang bersangkutan. Selanjutnya data
dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau
penarikan penyimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai dalam
meningkatkan pelayanan di Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin dapat dikatakan
cukup baik, namun masih ada beberapa kendala pada pelaksanaan pelayanan tersebut
yang perlu diperbaiki lagi mengenai proses kinerja pegawai dalam administrasi yang
dianggap rumit dan memakan waktu yang lama sehingga kurang adanya informasi
lengkap yang dapat menjadi sebuah faktor menghambat efektivitas dan efisiensi
pelayanan publik.
Keywords: Pelayanan Publik, Administrasi Kependudukan, Kinerja Pegawai
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1. Pendahuluan

Dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 yang ditegaskan kembali bahwa tujuan
negara untuk memenuhi dan memajukan kesejahteraan warga negara sehingga efektivitas
suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan pada kebutuhan dasar setiap penyelenggaraan
pelayanan publik. Menurut Robert dalam (Ramdani et al, 2022) Pelayanan publik dapat
didefinisikan sebagai bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilakukan oleh instansi dari
pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun yang terdapat pada lingkungan badan usaha
milik negara ataupun pada daerah yang menyediakan barang atau jasa, baik hal itu dalam
rangka untuk melakukan upaya pemenuhan dari kebutuhan masyarakat serta mengenai
rangka pelaksanaan. Pelayanan publik yang dinilai baik dapat diwujudkan apabila dari para
penyedia layanan telah memiliki pelayanan mengenai administrasi kependudukan bahkan
kinerja yang baik dan juga yang tercermin didalam perilaku yang dilakukan sehari-hari

didalam organisasi.

Administrasi kependudukan juga merupakan rangkaian yang berisi kegiatan mengenai
penataan maupun penertiban, penertiban dokumen dan juga data kependudukan dengan
melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dilakukannya pengelolaan informasi
administrasi kependudukan maupun pendayagunaan hasil untuk pelayanan public dan juga
menggunakan pembangunan sektor lain. Penyelenggaraan yang diadakan dalam urusan
administrasi kependudukan, dinilai telah memiliki peranan yang penting serta wajib untuk
menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan. Pengurusan yang dilakukan
merupakan tanggungjawab dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan juga tanggungjawab
dari Pemerintah Kabupaten/Kota supaya bisa dilaksanakan mengenai pengaruh kepentingan
pribadi untuk setiap individu dijalankan dengan bebas maupun secara terbuka (Miftha Thoha,
2008 : 85). Keberhasilan maupun terjadinya kegagalan yang terdapat didalam pelayanan
administrasi kependudukan tersebut telah ditentukan oleh gaya ataupun sikap dan juga
tindakan, yang bisa dilihat melalui kinerja yang dilakukan oleh para pegawai saat melakukan
suatu pekerjaan. Hal tersebut juga dapat dilihat melalui kekompakan antara satu pegawai
dengan pegawai yang lainnya dalam suatu organisasi.

Kinerja merupakan hasil kerja yang dilakukan dengan pencapaian berdasarkan kualitas
maupun kuantitas yang bisa dicapai oleh seorang pegawai saat melakukan tugas pokok dan
juga fungsinya sebagai pegawai, sehingga sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan.

Adapun kinerja pegawai merupakan kemampuan pegawai dalam menjalankan tugas
untuk mencapai keberhasilan dalam bekerja (Sri indrastuti, 2011) pada dasarnya kinerja
sesuatu hal yang bersifat individual, karena setiap pegawai memiliki tingkat kemampuan
yang berbeda dalam mengerjakan tugasnya. Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik
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bahwa kinerja adalah hasil yang diproduksi pada fungsi pekerjaan atau aktivitas khusus
selama periode tertentu.

Kinerja dapat didefinisikan sebgaai pencapaian ataupun hasil dari kerja yang
dilakukan dalam kegiatan maupun program tertentu. Program tersebut biasanya telah
direncanakan sebelumnya supaya dengan mudah dapat mencapai tujuan dan juga target yang
telah ditentukan atau ditetapkan oleh suatu organisasi. Program tersebut dapat dilaksanakan
dalam jangka waktu tertentu. Begitu pentingnya penilaian kinerja bagi keberlangsungan
organisasi dalam mencapai tujuan, maka perlu adanya indikator pengukuruan kinerja yang
dapat dipakai secara tepat. Menurut Agus Dwiyanto dalam (Marlon G. Karsau et al,, 2018)
penilaian kinerja birokrasi publik tidak cukup dilakukan dengan menggunakan indikator yang
melekat pada birokrasi itu, tetapi juga harus diliat dari indikator-indikator seperti
Produktivitas, Akuntabilitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, dan Responsibilitas. Penilaian
kinerja memiliki peranan yang sangat penting. Demikian itu disebabkan karena adanya
birokrasi publik yang munculdengan tujuan misi birokrasi publik bertekad guna mewujudkan
pelayanan berkualitas pada masyarakat guna terciptanya aparatur desa yang profesional
serta menumbuhkan sikap mandiri masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan dan

perekonomian di Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin.

Hasil penelitian terdahulu yang mengungkapkan bahwa hal yang terdapat didalam
organisasi pemerintah yaitu pelayanan kepada masyarakat yang menjadi target utama,
sehingga tidak mungkin bisa untuk dihindari sebab hal tersebut telah menjadi suatu
kewajiban dengan memberikan pelayanan, menciptakan pelayanan yang terbaik kepada
masyarakat. Demikian itu telah menjadi sebuah tanggung jawab pemerintah harus mencari
solusi yang terbaik, sehingga ditujukan agar permasalahan yang sering dihadapi, termasuk
kendala yang Intern maupun kendala yang Ekstern (Hidayat, 2018). Pelayanan publik sendiri
memiliki arti suatu yang berawal dari tindakan ataupun terdiri dari serangkaian kegiatan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan bantuan yang sesuai dengan isi dari peraturan
perundang-undangan maupun yang terdapat pada pedoman yang digunakan pada setiap
penduduk dan penduduk barang dagangan (Hendrajid Arya Putra, Deli Anhar, 2022). Instansi
pemerintah dalam melakukan penyelenggaraan pelayanan publik, masih dihadapkan oleh
sistem pemerintahan yang dapat dinilai belum efektif serta belum efisien, sehingga kualitas
yang berasal dari sumber daya manusia aparatur menjadi belum memadai. Masih banyak
keluhan dan pengaduan yang masuk berasal dari masyarakat, baik itu secara langsung
maupun dengan melalui media massa (Lumentah et al,, 2015). Kualitas dari pelayanan publik
pada umumnya, dinilai harus bisa memenuhi harapan-harapan dari pelanggan serta
memuaskan kebutuhan dari mereka. Profesionalitas yang ada didalam pelayanan, juga sangat

diperlukan untuk dapat memenuhi kebutuhan maupun keinginan dari pengguna layanan
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(Rudiansyah et al, 2022). Rasa puas masyarakat dalam pelayanan publik akan terpenuhi
ketika apa yang diberikan oleh aparatur pemerintah sesuai dengan apa yang mereka
harapkan selama ini. Kerap kali keluhan masyarakat terhadap yang sering terjadi adalah
terhambatnya pelayanan administrasi kependudukan (Ratna et al., 2021). Unsur penting yang
terdapat didalam sistem pelayanan publik, belum diatur dengan jelas dan juga tegas. Sistem
pelayanan publik di Indonesia ini merupakan kode perilaku yang berasal dari petugas
pelaksana pelayanan publik. Hal tersebut telah menjadi salah satu faktor penentu mengenai
keberhasilan dari sistem pelayanan publik (Deni, 2018). Terdapat beberapa masalah faktor
yang menjadi penyebab dari belum tercapainya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik
pada tataran pemerintahan. Permasalahan tersebut menjadi masalahnasional yang memiliki
akar persoalan hampir sama yaitu adanya faktor SDM aparatur, organisasi, tata laksana, pola
pikir, kinerja dari organisasi, budaya birokrasi, serta adanya inovasi birokrasi (Rohayatin et
al, 2018). Kinerja yang terdapat pada pegawai untuk memberikan pelayanan administrasi
kepada masyarakat merupakan sebuah gambaran dan juga karakteristik yang menyeluruh,
baik hal tersebut mengenai jasa maupun barang yang menunjukkan kinerja dalam hal
memuaskan kebutuhan yang telah ditentukan maupun yang tersirat. Selanjutnya, kualitas
yang terdapat didalam pelayanan administrasi untuk masyarakat merupakan tingkat dari
ketercapaian dalam tujuan organisasi, sehingga demikian itu dapat menyangkut produk
maupun jasa primer yang sudah dihasilkan (Baderan & Ingo, 2018). Masyarakat bisa dengan
langsung memebrikan penilaian terhdapat kinerja yang dilakukan oleh pemerintah dengan
berdasarkan kualitas pada layanan publik yang telah diterima, oleh sebab itu adanya kualitas
pelayanan publik merupakan sesuatu yang penting karena dapat menjadi kepentingan
banyak orang maupun memiliki dampak yang bisa secara langsung dirasakan oleh semua
masyarakat yang berasal dari kalangan manapun. Keberhasilan yang dicapai dalam
membangun kinerja pada pelayanan publik secara profesional, efektif, maupun yang
akuntabel dapat digunakan agar mengangkat citra positif yang telah ada didalam
pemerintahan dari pandangan warga(Movy Yuniar Miftahul Huda, Tri Yuliyanti, 2020). Setiap
dari kepegawaian pasti telah memiliki kemampuan kinerja maupun pengetahuan dengan jenis
yang berbeda-beda, begitu pula dalam hal tersebut mengenai pelayanan pelaksanaannya,
kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, kemandirian, dan bahkan dari komitmen

kerja (Ginarta Kova, Irwanto, 2018).

Di perkembangan jaman yang akan haus teknologi dan informasi ini tentunya setiap
instansi pemerintah sudah pasti memiliki sistem kebijakan terbaru agar dapat memperbaiki
sistem kebijakan yang lama seperti di Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin mempunyai
sebuah program kerja yang tentunya guna mensejahterakan masyarakat terutama pada setiap

pelayanan agar semakin baik di era modern ini. Berikut sebuah program kerja dibawah ini :
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NO KEGIATAN BASELINE INDIKATOR TARGET CAPAIAN
1. Terdapat pada Kegiatan yang Dapat dilihat Target capaian pada
Bidang tercapai pada dari ketepatan tahun sebelumnya
Pelayanan Desa tahun 2021 laporan desa hanya 2 unit
Kalidawir terdapat 2 unit dengan komputer di tahun
Pengadaan Unit komputer menjadi adanya unit 2023 menjadi 3 unit
Komputer pada kegiatan yang komputer komputer. Dan sudah
tahun 2021. berlanjut di tahun standar terealisasi 100% dari
berikutnya pada pelayanan target yang
tahun 2022 di semakin baik. diinginkan.
kantor balai desa
kalidawir.
2. Terdapat pada Kegiatan yang Dengan Target capaian
Bidang tercapai Pada adanya sebelumnya tedapat
Pelaksanaan tahun 2022 kegiatan ini 3 tempat pengolahan

Pembangunan terdapat 3 menjadi dapat dilihat sampah menjadi 4
Desa Kalidawir kegiatan yang dari kerjasama tempat pengolahan
Tempat berlanjut di tahun kelompok sampah. Hanya
Pengolahan berikutnya pada desa agar mampu terealisasi
Sampah pada tahun 2023 desa standar 70% dari target yang
tahun 2022. kalidawir. pembangunan diinginkan.

desa menjadi

maju.

Sumber : oleh penulis (2023)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan di Desa Kalidawir Kecamatan
Tanggulangin terdapat 2 kegiatan yang telah tercapai diantaranya kegiatan pada bidang pelayanan
pengadaan unit komputer yang dapat dilihat dari ketepatan laporan desa yang terlaksana pada
tahun 2021 dan disetiap 1 tahun sekali pada akhir tahun yang berlanjut di tahun berikutnya pada
tahun 2022 hanya terdapat 2 unit komputer yang menjadi kekhawatiran para pegawai karena
kurangnya komputer dalam melayani pelayanan masyarakat maka dari itu ditahun berikutnya
pada tahun 2023 memiliki target capaian yang di tahun sebelumnya hanya memiliki 2 unit
komputer saja namun pada tahun 2023 ini bertambah menjadi 3 unit komputer agar dapat
meningkatkan kinerja para pegawai khususnya dalam ruang lingkup pelayanan dapat bekerja
pada komputernya masing-masing. Di target capaian ini sudah cukup terealisasi 100% pada

bidang pelayanan karena memang ingin lebih memperbaiki standard pelayanan menjadi semakin
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baik kedepannya dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Dan kegiatan yang ke 2 pada
bidang pelaksanaan pembangunan tempat pengolahan sampah terlaksana pada tahun 2022
terdapat 3 tempat pegolahan sampah yang akan menjadi kegiatan yang berlanjut di tahun
berikutnya pada tahun 2023. Dengan adanya kegiatan ini dapat dilihat dari kerjasama kelompok
masyarakat desa standar pembangunan menjadi desa yang maju serta bersih akan dukungan dari
masyarakat. Pada kegiatan pembangunan tempat pengolahan sampah ini memiliki target capaian
yang di tahun sebelumnya pada tahun 2022 hanya memiliki 3 tempat pengolahan sampah menjadi
4 tempat pengolahan sampah di tahun 2023 ini pada target ini hanya mampu terealisasi 70% pada
bidang pembangunan karena memang masih terdapat adanya kurang komunikasi antara
masyarakat dengan pemerintah desa. Namun, pemerintah desa tetap berusaha semaksimal
mungkin untuk mencapai target yang diinginkan agar tetap mempererat satu sama lain dengan
masyarakat lainnya.

Seperti di Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin terdapat beberapa program
pemerintah yang telah dilaksanakan agar dapat membenahi kinerja dari pegawai, seperti
mengeluarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk memperbaiki sistem yang lama, dan
dianggap menyulitkan masyarakat. Namun masih banyak yang mengkritik kinerja dari pegawai
Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin dikarenakan proses kinerja pegawai dalam administrasi
yang dianggap rumit dan memakan waktu sehingga kurang adanya informasi lengkap yang
ditangkap oleh masyarakat sekitar dan menjadi suatu aspek yang dapat menghambat efektivitas
dan efisiensi pelayanan publik. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik mengenai
permasalahan tersebut untuk mengambil pokok bahasan dengan tujuan supaya dapat diketahui
kinerja pegawai untuk meningkatkan pelayanan mengenai administrasi kependudukan di Desa

Kalidawir Kecamatan Tanggulangin.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.
Penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang dapat digunakan untuk
mengkaji suatu keadaan yang terdapat pada obyek alamiah, dimana peneliti merupakan
instrument kunci, dan teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi, analisis data
bersifat kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih memfokuskan makna dari pada
generalisasi (Sugiyono : 2014). Adapun lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian yaitu
berada di Kantor Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Sumber data
yang terdapat didalam penelitian ini terdiri dari data primer yang telah dilakukan dengan
berdasarkan hasil observasi maupun pelaksanaan wawancara, sedangkan data sekunder
dalam penelitian ini didapatkan melalui artikel jurnal yang memiliki kaitan dengan situs
internet yaitu permasalahan penelitian yang berkaitan. Teknik pengumpulan data
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dilaksanakan dengan melakukan observasi secara langsung, yaitu datang ke lokasi sebagai
objek penelitian, wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara sekitar yang
dibutuhkan pada penelitian ini, dan dokumentasi pelengkap dari penggunaan catatan

peristiwa yang sudah berlalu.

Adapun untuk menentukan informan, peneliti menggunakan Purposive Sampling yaitu
teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, peneliti memilih subyek penelitian
dengan tujuan untuk menentukan key infroman yang sesuai dengan fokus penelitian yang
dilakukan secara jelas dan dapat memberikan keterangan permasalahan sesuai kondisi
daerah penelitian yang menjadi fokus penelitian. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, yang
menjadi informan pada penelitian ini, sehingga informan pada penelitian ini terdiri dari
kepala desa, sekretaris desa, kasi pemerintahan desa, staff pelayanan publik, masyarakat desa.
Analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas
sehingga datanya diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab
melalui tiga cara yaitu, antara lain : pelaksanaan reduksi data, melakukan penyajian data, dan
juga verifikasi atau yang biasa dikenal dengan penarikan penyimpulan (Lumentah et al,

2015).
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3. Hasil dan Pembahasan

Salah satu dari kegiatan pelayanan pemerintah merupakan salah satu kegiatan yang
dinilai cukup tinggi dengan intensitas pelayanan masyarakat dalam bidang administrasi
kependudukan di Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin. Menurut Undang-undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan mengamanatkan bahwa salah satu
instansi kantor pemerintah desa bertugas dalam mengambil penanganan terhadap bidang
pelayanan administrasi kependudukan, sehingga bisa membuat dokumen kependudukan.
terdapat banyak dokumen resmi yang wajib dimiliki oleh warga negara sebagai bukti
kewarganegaraannya adalah Indonesia pada umumnya, seperti pengurusan KTP, Kartu
Keluarga, Akta Kelahiran, dan dokumen penting lainnya. Kepengurusan semuanya yang
terdapat pada instansi pemerintah.

Hal ini telah menuntut kinerja dari pegawai Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin
terutama dalam menghadapi pesatnya perkembangan informasi dan teknologi yang
menyebabkan kebutuhan masyarakat semakin meningkat dan berubah. Dan juga pada jaman
yang canggih ini sudah terdapat kebijakan baru di setiap tahunnya dalam menghadapi jaman
serta pemerintah pun di tuntut melakukan inovasi dalam pelayanan administrasi
kependudukan. Inovasi yang dilakukan dalam menghadapi era informasi dan teknologi yang
canggih ini menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi
kependudukan menjelaskan bahwa sistem informasi yang memanfaatkan teknologi dan
komunikasi untuk memudahkan pengelolaan informasi administrasi kependudukan pada
tingkat penyelenggara dan lembaga pelaksana sebagai satu kesatuan.

Kinerja pegawai yang sangat baik diperlukan untuk melaksanakan program pemerintah
yang ada. Untuk itu perlu adanya pengukuran kinerja yang terutama digunakan untuk
menilai berhasil tidaknya realisasi kegiatan, program atau strategi terhadap tujuan yang
telah ditetapkan untuk mencapai misi dan visi suatu instansi pemerintah. Berdasarkan hasil
penelitian yang ada, bahwa kinerja pegawai dalam meningkatkan pelayanan administrasi
kependudukan di Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin dapat dikatakan cukup baik. Hal
ini terlihat dari beberapa indikator pengukuran pada kinerja yaitu :

A. Produktivitas

Produktivitas mempunyai arti yang dapat menilai tingkat efisien dan menilai efektivitas
pelayanan. Pada umumnya dapat dipahami sebagai hasil input dan output. Menurut
Schermerharn dalam Fitriani mengatakan produktivitas sangat diperlukan bagi penilaian
kinerja itu sendiri terlebih lagi pada Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin mampu
dikatakan sudah cukup baik dengan saling bekerjasama antara para pegawai dengan pegawai

lainnya yang menjadikan pelayanan masyarakat adalah hal yang utama bagi Desa Kalidawir
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tersebut (Fitrianti, 2023). Sehingga pelayanan publik yang diharapkan oleh masyarakat dapat
mempermudah proses pengurusan pelayanan administrasi kependudukan. Selain itu, cara
pegawai menggunakan waktu kerja yang tersedia untuk mengerjakan pekerjaan juga dapat
mempengaruhi produktivitas yang terjadi. Sebagaimana para pegawai Desa Kalidawir
mereka memanfaatkan jam kerjanya yang tersedia. Sikap kerja dan tingkat keterampilan
karyawan seperti di Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin bisa dikatakan bagus dan cukup
baik, sebab para pegawai sudah cukup jelas mengenal bidang dan mengerti tugas masing-

masing.

Gambar 1. Pelayanan di Desa Kalidawir (Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2023)

Berdasarkan gambar diatas merupakan kinerja pegawai yang terbukti bahwa telah
melaksanakan tupoksi masing-masing dalam melayani pelayanan masyarakat sehingga
kondisi dan hubungan lingkungan bekerja dalam menyelesaikan tugas masing-masing
maupun kelompok dapat menghasilkan hasil yang bagus. Seperti di Desa Kalidawir
Kecamatan Tanggulangin mereka memiliki lingkungan kerja yang baik dan hubungan kerja
yang solid antar pegawai sehingga apapun tugasnya mereka mampu melewatinya untuk

kesejahteraan masyarakat....

Permasalahan diatas juga terdapat pada penilitian Aulia Rahmadina dengan judul
"Kinerja Pegawai Dalam Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas dan
Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin” (Rahmadina, 2022). Dari hasil penelitian dengan judul
tersebut dinas kependudukan pencatatan sipil Kota Banjarmasin memiliki kualitas kerja yang
cukup baik karena seluruh pegawai senantiasa menerapkan prinsip pelayanan terutama
dalam hal kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Serta adanya keterkaitan bidang
pekerjaan para pegawai dapat bekerjasama dengan baik berkat sistem pelayanan di dinas
pencatatan sipil menyatu antara yang bidang yang satu dengan bidang yang lain serta tidak
putus kerjasama dengan pegawai lain dalam menyelesaikan tugas yang perlu diselesaikan.

B. AKkuntabilitas

Akuntabilitas adalah instrumen pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan tugas

pokok dan fungsi serta misi organisasi. Dapat diartikan menurut Adisasmita dalam Fifi, dkk
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akuntabilitas pada Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin dapat dikatakan cukup baik
(Purnama & Nadirsyah, 2016). Hal ini dikarenakan adanya bentuk perwujudan kegiatan yang
menjadi kewajiban masing-masing para pegawai seperti dengan adanya absensi yang tersedia
untuk mendukung kinerja pegawai dalam pelayanan administrasi kependudukan dalam
rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja pegawai dalam
memberikan pelayanan adalah demi terciptanya proses kerja yang sesuai dengan aturan yang
ada. Perwujudan kewajiban seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik pada
suatu instansi pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan guna
mempertanggungjawabkan beberapa hal yang perlu dituju secara berkala. Umumnya
kebijakan dan kegiatan birokrasi publik pada akuntabilitas ini dapat dilihat dari seberapa
besar konsisten dengan kehendak publik. Di Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin ini
akuntabilitas sudah cukup baik dengan jalur karir yang ada. Hal tersebut juga didukung
dengan kegiatan pengawasan yang ada dari masing-masing instansi pemerintah. Serta
akuntabilitas terhadap kinerja pegawai telah dilaksanakan dengan melaksanakan absensi

setiap hari melalui sistem e-buddy.

Selamat Datang!

4 Disposisi om

0 Persetujuan

R

Gambar 2. Tampilan sistem e-buddy
(Sumber: Pemerintah Desa Kalidawir, 2023)

Berdasarkan pada gambar diatas sistem e-buddy merupakan sebuah platform website
atau aplikasi yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar dapat
mengelola. Ide utama dari inovasi e-buddy adalah menyediakan alat kerja berbasis teknologi
yang dapat secara efektif dan efisien melaksanakan tugas administrasi pemerintah dan juga
pelayanan publik maupun penerimaan presensi yang masuk dan juga keluar dari para
aparatur desa yang terdapat dalam lingkup pemerintahan desa. Sistem e-buddy bisa dengan
mudah dioperasikan oleh operator dari website maupun dari seluruh aparatur desa kalidawir

kecamatan tanggulangin.

Permasalahan diatas juga terdapat pada penelitian Indri Patra dengan judul “Kinerja
Pegawai Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten

Bolaang Mongondow Timur” (Patra et al., 2023). Dari hasil penelitian dengan judul tersebut
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pelayanan pada kantor catatan sipil kabupaten bolaang mongondow timur cukup mampu
diwujudkan dengan optimal. Hal ini benar adanya penggunaan teknologi informasi yang
terkoneksi dengan internet, adanya perluasan beragam bentuk mekanisme komunikasi
efektif, juga terjalinnya menjalankan pelayanan yang baik antara pegawai dengan rekan kerja.
Dari hasil masyarakat pun menguatkan temuan di atas bahwa teknologi informasi yang
dimanfaatkan pegawai untuk berkomunikasi terkait dengan pekerjaan sehari-hari pada
pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur dilakukan melalui handphone. Masyarakat sudah menerima berbagai
informasi dokumen kependudukan dengan jelas melalui papan pengumuman maupun
pemberitahuan langsung melalui handphone. Sehingga komunikasi yang terjalin sudah cukup
dikatakan dengan baik dalam pelayanan administrasi kependudukan menjadi bagian yang

senantiasa guna mencegah atau mengatasi masalah.

C. Kualitas Layanan

Pada tahap kualitas layanan menjurus sebagai hal yang bermakna dalam suatu kinerja
organisasi pelayanan publik. Sebagaimana dikutip oleh Hardiansyah dalam M. Daimul Abror,
dkk menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik sangatlah penting dalam pelayanan yang
terdapat sangkut pautnya dengan masyarakat yang memiliki kepuasan tersendiri dalam
pelayanan pada Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin yang memiliki standar yang
mampu cukup dikatakan baik (Abror & Hidayah, 2022). Dengan adanya penilaian kulitas
pelayanan para pegawai dapat melihat keluhan dan kepuasan masyarakat dalam menilai
pelayanan administrasi kependudukan ketika pelayanan tersebut diberikan. Di Desa
Kalidawir Kecamatan Tanggulangin kualitas dari layanan bisa dikatakan cukup baik. Hal
tersebut dapat dilihat melalui proses pelayanan saat ini sistematis dan tidak rumit. Hal
yang lainnya juga dapat dibuktikan dengan melalui SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) dari

pengisian masyarakat sekitar.

Nilai Rata-rata SKM

Predikat C
5,4%

Predikat B
65%

Gambar 3. Nilai Rata-rata Kepuasan Masyarakat di Desa Kalidawir
(Sumber: diolah penulis, 2022)

Berdasarkan gambar diatas adalah hasil dari nilai rata-rata kepuasan masyarakat di
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desa kalidawir pada penilaian SKM dari masing-masing unsur penilaian. Terbukti rata-rata
menunjukkan predikat penilaian SKM untuk pelayanan di Desa Kalidawir berada pada
predikat baik, hasil yang didapat tingkat kepuasan masyarakat akan pelayanan publik di Desa
Kalidawir tergolong baik dengan nilai 77,55. Dengan adanya survey kepuasan masyarakat
para pegawai Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin dapat mengetahui keluhan dari
masyarakat ataupun ketidaknyamanan dari pelayanan administrasi kependudukan sehingga
para pegawai mampu meningkatkan kembali pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat.

Permasalahan diatas juga terdapat pada penelitian Aholiah, dkk dengan judul “Kualitas
Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Maybrat Provinsi Papua Barat” (Mosso et al., 2018). Dari hasil penelitian judul tersebut
kualitas pelayanan di dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten maybrat sudah cukup
baik karena pada dinas tersebut memiliki peralatan teknologi yang memadai berupa
informasi melalui website atau dalam bentuk pengumuman lainnya yang tersedia. Dengan
adanya teknologi informasi yang digunakan cukup memadai lebih mempermudah bagi
masyarakat sendiri untuk melakukan pengurusan yang diharuskan memiliki surat penting
secara sah dan masyarakat pun sangat mendukung kinerja dari pemerintah setempat. Hal ini
menjadi meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang efektif dan efisien,
sehingga dapat diketahui masyarakat secara umum agar kinerja pegawai mampu
menghasilkan pelayanan administrasi yang berkualitas.

D. Responsivitas

Responsivitas merupakan Birokrasi memiliki kapasitas untuk mengenali kebutuhan
masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program
pelayanan publik berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Menurut Annas dalam
Nikmatuz Zuhra, dkk mengemukakan bahwa responsivitas (daya tanggap) pada Desa
Kalidawir Kecamatan Tanggulangin masih memiliki hambatan yang dirasakan oleh
masyarakat dalam pelayanan dikarenakan masyarakat tidak mengetahui batas waktu proses
pengerjaan dan masih kurang maksimal dalam pelayanan (Nikmatuz Zuhra Ainy, n.d.).
Pelayanan administrasi yang selalu dikeluhkan masyarakat dan terdapat komplain lainnya
meliputi pembuatan E-KTP yang selalu habis blanko dan tidak mengetahui batas waktu
dalam penyelesaiannya. Namun disisi lain pada pelayanan di Desa Kalidawir Kecamatan
Tanggulangin telah menerapkan pelayanan gratis ini yang berimbas pada peningkatan
kapasitas pekerjaan yang ada. Respon dan daya tanggap pegawai Kantor Balai Desa Kalidawir
yang ramah, sopan, dan tetap berupaya memenuhi kebutuhan yang ada di masyarakat
merupakan bukti bahwa telah terjadi peningkatan kinerja pegawai dalam memberikan

pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat publik.
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e

Gambar 4. Standar Pelayanan Minimal dan Prosedur di Desa Kalidawir

(Sumber: diolah penulis, 2023)

Berdasarkan data pada gambar diatas merupakan salah satu format standar pelayanan
minimal yang disediakan oleh para pegawai desa kalidawir guna lebih memperbaiki kualitas
pelayanan yang dimana dapat diketahui seberapa lama waktu yang akan di proses dalam
pengurusan berkas yang terkait dengan administrasi kependudukan. Namun masih terdapat
adanya komplain dari masyarakat yang masih belum sesuai pengerjaannya dengan standar
pelayanan minimal dan prosedur yang telah disediakan oleh pegawai Desa Kalidawir Kecamatan
Tanggulangin. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 yang membahas
mengenai standar pelayanan minimal atau biasa disingkat SPM merupakan ketentuan dalam hal
jenis serta mutu pelayanan dasar yang dapat menjadi urusan pemerintahan minimal harus
diperoleh oleh setiap warga negara. Standar pelayanan minimal sendiri dapat meningkatkan
mutu pelayanan dasar yang mencakup pelayanan publik administrasi kependudukan untuk

memenuhi kebutuhan dasar masyarakat

Permasalahan diatas juga terdapat pada penelitian Mordani Fauzi Adri dengan judul
“Kinerja Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Dalam Pelaksanaan
Administrasi Kependudukan” (Adri, F.M, 2019). Dari hasil penelitian judul tersebut menjelaskan
dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota padang cukup memahami tupoksi masing-masing
pegawai dalam pelayanan kependudukan yang menggunakan SIAK sebagai sistem informasi
untuk mengelola data. Namun dalam proses kinerja penerbitan dokumen khususnya e-ktp masih
kurang maksimal karena kekurangan tenaga, sehingga dinas kependudukan dan pencatatan sipil
kota padang mempunyai tambahan tenaga di bidang pengurusan e-ktp agar pelaksanaan

pelayanan administrasi kependudukan lebih cepat dan bisa optimal.

E. Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan bahwa penerapan kegiatan birokrasi publik dilaksanakan

sesuai dengan asas administrasi yang baik dengan kebijakan birokrasi baik yang bersifat
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eksplisit. Responsibilitas juga dapat dilihat dari bagaimana masyarakat merespon pelayanan
publik. Menurut Tamaka dalam Dedy Afrizal, dkk responsibilitas pada Desa Kalidawir
Kecamatan Tanggulangin juga menjelaskan organisasi dalam lingkungan pekerjaan sangatlah
penting bagi jalannya kerjasama antar pegawai dan respon yang diberikan masyarakat
terhadap pelayanan sebagian besar memberikan respon yang positif sehingga dapat dikatakan
bahwa kinerja pegawai dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan sudah
berjalan dengan baik (Afrizal et al, 2021) . Namun ada beberapa masyarakat yang masih
mengeluhkan pelayanan dan terdapat adanya permasalahan yang masih menjadi hal yang
kurang optimal. Sehingga ada beberapa masyarakat juga yang kurang puas dengan pelayanan
yang tersedia, dikarenakan adanya keterbatasan informasi tentang syarat-syarat penyelesaian
dokumen administrasi kependudukan yang menjadi salah satu faktor dimana masyarakat yang
harus balik dengan tangan kosong yang dapat menjadi penyebab mengurus dokumen yang

kurang lengkap.

Gambar 5. Nomer Pelayanan di Desa Kalidawir

(Sumber: diolah penulis, 2023)

Berdasarkan pada gambar diatas merupakan salah satu akses berbasis menuju teknologi
yang mempermudah dalam pelayanan yang dimana para pegawai telah menyediakan nomer
pelayanan untuk masyarakat guna mengurus berkas administrasi kependudukan maupun
memberikan informasi atas keluhan yang dialami oleh masyarakat ataupun saran dan kritik
pada kinerja para pegawai dalam memberikan pelayanan di desa kalidawir. Namun masih
terdapat komplain dari masyarakat terkait pelayanan yang kurang optimal pada batas waktu
pengerjaan pelayanan administrasi kependudukan. Dalam pelayanan menyediakan nomer
pelayanan yang berada di ruang pelayanan sangat penting sekali dalam keterkaitan akses

publik untuk mendapatkan informasi dan proses mekanisme pengaduan masyarakat untuk
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mewujudkan sebuah kualitas pelayanan yang baik serta dalam penerapan di kantor balai desa

kalidawir telah optimal.

Permasalahan diatas juga terdapat pada penelitian Ismaesara dalam (Pinrang, 2019)
dengan judul “Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang”. Dari hasil penelitian judul tersebut menjelaskan
dari segi efektivitas, efisiensi, dan ketepatan waktu dalam menyampaikan pelayanan sudah
dapat dikatakan cukup baik karena adanya SOP yang telah diterapkan pada dinas
kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pinrang serta biaya dari pelayanan yang telah
diterapkan secara baik sesuai dengan peraturan yang telah tercantum didalam Peraturan
Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2015 mengenai Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Pinrang Nomor 22 Tahun 2011 mengenai Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan pasal 76A, bahwa: “Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan
tidak dipungut biaya”. Namun masih terdapat kendala yang dimana karyawan pelayanan
tetap mengizinkan masyarakat yang ingin segera menyelesaikan dokumen kependudukan
dengan tidak mengikuti prosedur pelayanan yang resmi, yaitu melalui perantara jasa calo. Hal
itu terjadi karena masyarakat tidak mau untuk melewati prosedur administrasi, yang

beranggapan bahwa prosesnya yang susah, ribet dan juga sistem antrian yang panjang.

4. Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat
disimpulkan bahwa kinerja pegawai dalam meningkatkan pelayanan administrasi
kependudukan di Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin sudah baik, terutama dari segi
produktivitasnya cukup memahami tupoksi kinerja dari masing-masing pegawai dalam
memberikan pelayanan dan mengerti keluhan yang dialami masyarakat. Tentu saja hal ini
dapat mendukung adanya produktivitas di Desa Kalidawir guna meningkatkan pelayanan
administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan sendiri dapat disebut sebagai
kegiatan birokrasi publik pada suatu instansi pemerintahan karena pada kegiatan tersebut
sangatlah besar pertanggung jawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam pelayanan
sehingga akuntabilitas di Desa Kalidawir cukup baik dengan adanya pengawasan yang baik
serta menggunakan platform berupa website berbasis teknologi untuk absensi agar menjadi
lebih efektif dalam menyelesaikan tugas masing-masing para pegawai. Dengan adanya
teknologi yang berkembang pesat pada jaman era modern ini informasi menjadi semakin
mudah di dapat karena lebih mengetahui kualitas layanan instansi pemerintahan khususnya
yang terdapat pada administrasi kependudukan. Kualitas layanan di Desa Kalidawir
Kecamatan Tanggulangin bisa dikatakan baik karena proses pelayanan telah terstruktur dan

tidak rumit. Sehingga kepuasaan masyarakat dalam pelayanan terjamin dan lebih
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meminimalisir adanya problem yang dialami oleh masyarakat. Apabila dilihat melalui segi
responsivitas maupun responsibilitas, dapat dikatakan cukup baik dalam melayani
masyarakat dan didukung oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi
kependudukan yang telah menjalankan layanan gratis yang sudah terbilang cukup efektif.
Namun masih terdapat adanya komplain dari masyarakat sekitar yang masih
mempermasalahkan proses kinerja pegawai terkait pelayanannya yang memakan waktu
dirasa tidak mengetahui berapa lama proses yang dikerjakan. Tidak hanya itu masyarakat
masih belum puas dengan pelayanan karena masih kurang adanya informasi kurang lengkap
yang ditangkap oleh masyarakat sehingga menjadi suatu faktor yang dapat menghambat bagi
pelayanan itu sendiri. Untuk itu di Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin sudah
menunjukan upaya dalam meningkatkan kualitas dari pelayanan, yaitu dengan cara
menyampaikan kesan yang bisa menyenangkan warga Ketika dilakukannya proses pelayanan.
Hal tersebut dapat dilihat melalui sikap pegawai yang ramah, mudah tersenyum, tidak
membeda-bedakan bahkan yang menghargai masyarakat sebagai konsumen dari pelayanan
administrasi kependudukan.
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